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Abstract:
This study offers a comprehensive analysis of zafsir fighi within the framework of madzhahib al-

tafsir and examines its relevance in contemporary magasid al-shari‘ah discourse. The background
of this research lies in the growing need for Islamic legal interpretation that is not only
textually grounded but also capable of responding to emerging socio-legal challenges such as
digital transactions, bioethics, environmental issues, and human rights. Unlike previous studies
that merely describe legal exegesis as a branch of Qur’anic interpretation, this research re-
positions tafsir fighi as a distinct exegetical tradition whose methodology is rooted in usz/ al-
figh, gira‘dt analysis, and mugdranat al-madhabib. This study employs a qualitative library-based
approach with descriptive-analytical methods, drawing on classical and contemporary tafsir
works as well as academic studies on Islamic legal interpretation. The findings indicate that
tafsir fighi has historically served as a crucial bridge between revelation and legal practice, while
in the modern context its ethical orientation can be strengthened through the integration of
maqasid al-shari‘ah. Such integration allows tafsir fighi to remain faithful to its classical
methodological foundations while ensuring that legal interpretation remains responsive to
public welfare and contemporary realities. The study concludes that tafsir fighi, when viewed
through the lens of madzhabib al-tafsir and re-oriented toward maqasid al-shari‘ah retains strong
relevance as a normative-contextual framework for modern Islamic legal thought.
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INTRODUCTION

Tafsir fighi (tafsir ayat al-ahkam) merupakan corak penafsiran Al-Qut’an yang
berorientasi pada penggalian hukum-hukum syar‘i dari teks Al-Qur’an. Model penafsiran ini
menempati posisi penting dalam tradisi hukum Islam karena menjadi dasar normatif bagi
praktik keagamaan dan pengaturan kehidupan sosial umat Muslim. Namun, dalam
perkembangan kontemporer, tafsir fighi menghadapi problem metodologis dan
epistemologis, terutama terkait dengan kemampuan pendekatan tekstual untuk merespons
problem hukum modern yang semakin kompleks. Atas dasar itu, penelitian ini
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memfokuskan kajian pada posisi dan relevansi tafsir fighi dalam khazanah penafsiran Al-
Qur’an, serta upaya integrasinya dengan maqaSid al-shari'ah sebagai kerangka epistemologis
yang dapat memperkuat daya respons hukum Islam terhadap realitas kekinian.

Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama dalam Islam tidak hanya berperan sebagai
pedoman spiritual dan moral, tetapi juga menjadi fondasi normatif bagi konstruksi hukum
yang mengatur kehidupan sosial umat. Dalam konteks ini, Al-Qur’an memberikan arahan
yang jelas mengenai prinsip keadilan, moralitas, dan etika yang menjadi dasar pembentukan
sistem hukum serta menjadi pedoman bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan
bermartabat. Nilai-nilai tersebut mengarahkan komunitas Muslim untuk hidup rukun, saling
menghormati, dan membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral maupun
spiritual. Oleh karena itu, fungsi Al-Qur’an dalam pembentukan sistem hukum tidak hanya
terbatas pada penyediaan dasar-dasar legal-formal, melainkan juga mencakup dimensi etis
yang memperkuat karakter dan perilaku umat." Sejak masa pewahyuan pertama, ayat-ayat
yang memuat ketentuan hukum telah menjadi fokus perhatian para sahabat dan generasi
setelahnya. Hal ini melahirkan corak penafsiran yang menitikberatkan pada aspek legal-
formal, yang dikenal dengan istilah tafsit fighi (tafsir ayat al-ahkam). Tafsir ini berupaya
menggali kandungan hukum syari dalam Al-Qur’an melalui pendekatan yurisprudensial
yang sistematis, sehingga menjadikannya salah satu bentuk tafsir yang paling aplikatif dalam
merespons persoalan sosial-keagamaan.

Jika ditelusuri lebih jauh, menurut Nashruddin Baidan perkembangan tafsir Al-
Qur’an sejak masa awal hingga kini menunjukkan adanya keragaman pendekatan yang terus
berevolusi. Secara garis besar, metode penafsiran Al-Qur’an diklasifikasikan ke dalam
empat model utama, yaitu: metode Zimali (global), tah/ili (analitis), mugarin (petbandingan),
dan mawdi (tematik). Pada masa Nabi Muhammad saw., dan para sahabat, penafsiran
dilakukan secara jmali dengan penjelasan singkat dan tidak terlalu rinci. Pola ini kemudian
diteruskan oleh generasi setelahnya, seperti terlihat dalam karya Tafsir al-Jalalayn, karya al-
Suyutt dan T4 al-Tafasir karya al-Mirghani. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas
persoalan umat, muncul metode tafsir zzh/ili yang bersifat analitis, baik dalam bentuk 47 a/-
ma’thiar maupun bi al-ra’yi, yang kemudian berkembang menjadi penafsiran tematik maupun
spesifik bidang, termasuk tafsir fighi.”

Keberadaan tafsir fighi memiliki akar historis yang panjang dalam tradisi keilmuan
Islam. Ia lahir dari kebutuhan umat terhadap panduan hukum praktis yang mampu
menjawab tantangan kehidupan sehari-hari. Corak tafsir ini didasarkan pada asumsi bahwa
Al-Qur’an merupakan sumber utama hukum Islam, sehingga sejak masa Rasulullah saw., ia
telah hadir bersamaan dengan berkembangnya tafsir b7 al-ma’tsir. Pada periode tersebut,
kebutuhan sahabat terhadap bimbingan hukum mendorong mereka untuk merujuk
langsung kepada Nabi setiap kali mengalami kesulitan dalam memahami teks Al-Qur’an.’
Dari masa Nabi Muhammad saw., hingga terbentuknya madzhab-madzhab fighi klasik,

Raftha Adha Abiyutama, dkk., “Menelusuri Hukum Islam: Peran Al-Qur’an dalam Pembentukan
Norma Hukum,” Karakter: Jurnal Riset Imn Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1 (Desember, 2024), 54.

2Hardivizon, dkk., Mazahib At-Tafsir, (t.t.: IAIN Curup, 2019), 110.

3Aldomi Putra, “Metodologi Tafsir,” Jurnal Ulnnnuba, Vol. 7, No. 1 (2018), 59.
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tafsir fighi telah menjadi instrumen utama dalam menerjemahkan wahyu ilahi menjadi
norma hukum yang kontekstual. Para imam madzhab seperti Abu Hanifah, Malik, al-Shafiq,
dan Ahmad ibn Hanbal menjadikan tafsir atas ayat-ayat hukum sebagai bagian integral dari
proses istinbat hukum, baik secara langsung maupun melalui murid-murid mereka yang
melanjutkan tradisi tersebut dalam karya-karya tafsir bercorak fighi. Dalam konteks
madzhahib  al-tafsir, tafsir  fighi menempati posisi penting karena secara eksplisit
menghubungkan teks wahyu dengan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat Muslim.
Namun demikian, corak penafsiran ini juga mengalami dinamika internal, antara lain
perbedaan madzhab, kecenderungan fanatisme, serta fragmentasi pendekatan yang pada
batas tertentu berpengaruh terhadap objektivitas penafsiran hingga fighi mengalami masa
kegelapannya.* Di sisi lain, tafsir fighi tetap menunjukkan kekayaan metodologis melalui
analisis usuliyyah, kajian qira’at, kritik riwayat, hingga perbandingan pendapat antar-
madzhab (muqaranat al-madhahib). Karena itulah, corak tafsir ini tidak hanya berkembang
di lingkungan Ahl al-Sunnah, tetapi juga dalam tradisi Syiah, Zahiriyyah, dan Khawarij
dengan karakter teologis dan metodologis masing-masing.

Di era kontemporer, keberadaan tafsir fighi menghadapi tantangan baru yang tidak
dibayangkan oleh para ulama klasik. Fenomena globalisasi, kemajuan teknologi, dan
kompleksitas persoalan sosial seperti transaksi digital, bioetika, hak asasi manusia, hingga
isu lingkungan, menuntut adanya penafsiran yang lebih responsif terhadap realitas zaman.
Oleh karena itu, kajian ulang terhadap epistemologi tafsir fighi menjadi urgen, bukan hanya
untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk memastikan agar hukum Islam tetap
relevan, adil, dan aplikatif dalam konteks sosial modern. Dalam konteks ini, muncul urgensi
untuk merevitalisasi tafsir fighi agar tidak hanya menjadi warisan tekstual, tetapi juga
menjadi sarana ijtthad hukum yang kontekstual, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan.
Salah satu pendekatan yang ditawarkan dalam hal ini adalah integrasi tafsir fighi dengan
maqasid al-shari‘ah, sebagai kerangka epistemologis yang dapat menjembatani antara otoritas
teks dan kebutuhan umat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tafsir fighi sebagai salah satu corak
penafsiran Al-Quf’an yang berorientasi pada penggalian hukum syari. Kajian-kajian
tersebut umumnya menekankan aspek historis, klasifikasi kitab-kitab tafsir fighi, serta
kontribusinya dalam pembentukan hukum Islam klasik. Namun, sebagian besar penelitian
tersebut belum secara eksplisit menempatkan tafsir fighi dalam kerangka wadzhahib al-tafsir
sebagai suatu tradisi eksgesis yang memiliki fondasi metodologis tersendiri. Di sisi lain,
kajian mengenai maqasid al-shari‘ah lebih banyak berkembang dalam ranah usul fighi dan
teori hukum Islam, tetapi belum banyak dikaitkan secara sistematis dengan metodologi
tafsir fighi. Di sinilah letak celah penelitian (research gap) yang ingin diisi oleh studi ini.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan

pendekatan deskriptif-analitis.> Data penelitian diperoleh dari literatur primer berupa kitab-kitab
tafsir bercorak fighi klasik dan kontemporer, serta literatur sekunder berupa karya-karya akademik

“Muhammad Ikhsan dan Azwar Iskandar, “Histori Fikih Islam: Faktor-Faktor Pertumbuhan,
Kebekuan dan Reformasi,” Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 23, No. 1 (2022), 108-109.
*Nana Darna, dkk., Bahan Ajar Metodologi Penelitian, (Y ogyakarta: Deepublish Digital, 2023), 8.

204



Jurnal Ulunnuha Vol. 14 No. 2 / December 2025

yang membahas madzhdhib al-tafsir, usil al-figh, dan magqasid al-shari‘ah. Analisis data dilakukan melalui
pembacaan tematikS, yaitu dengan mengklasifikasikan pembahasan ke dalam tema-tema pokok
seperti sejarah perkembangan, metodologi, karakteristik, serta relevansi kontemporer tafsir fighi.
Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka analitis wadzhabib al-tafsir untuk memetakan posisi
tafsir fighi dalam tradisi penafsiran Al-Qur’an, serta wacana maqaSid al-shari‘ah sebagai perangkat
konseptual untuk menilai orientasi etis-kemaslahatan tafsir fighi dalam konteks modern. Dengan
kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemetaan konseptual yang lebih
komprehensif mengenai posisi dan kontribusi tafsir fighi dalam diskursus penafsiran Al-Qur’an
kontemporer.

Melalui kajian ini, penulis berupaya menelaah konsep dasar tafsir fighi dalam bingkai
madzhahib al-tafsir, mencakup definisi, sejarah perkembangan, tokoh-tokohnya beserta karya
monumental mereka, karakteristik dan metodologinya, serta kritik terhadap kelebihan dan
kelemahannya. Fokus utama kajian diarahkan pada sub-pembahasan relevansi tafsir fighi di
era kontemporer, dengan menekankan dua isu sentral: kebutuhan akan fatwa berbasis Al-
Qur’an dan urgensi integrasi antara tafsir fighi dengan maqasid al-shari‘ah sebagai basis
fjtthad hukum modern yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Fondasi Historis dan Konseptual

Tafsir fighi merupakan corak penafsiran yang berfokus pada ayat-ayat yang
mengandung ketentuan hukum Islam. Model penafsiran ini telah dikenal sejak masa
Rasulullah saw., di Madinah pada abad ke-7 Masehi hingga terus berkembang pada generasi
berikutnya. Berbeda dati corak tafsir lainnya, Zafsir al-aham secara khusus mengkaji ayat-
ayat hukum sebagai dasar #s#znbat untuk melahirkan hukum-hukum syari yang bersifat
praktis. Karena Al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran Islam, penafsiran terhadap
kandungannya menjadi niscaya agar pesan-pesan hukumnya dapat dipahami secara tepat.’
Para ulama memaknai tafsir fighi sebagai bentuk penafsiran Al-Qut’an yang didominasi
oleh pembahasan hukum-hukum cabang (furu’ al-figh). Dominasi unsur hukum ini menjadi
ciri khas utama dari jenis tafsir ini, meskipun di dalamnya juga terkandung penjelasan
umum atas makna ayat-ayat Al-Qur’an. Ragam tafsir fighi berkembang seiring dengan
munculnya madzhab-madzhab fighi pada abad ke-2 hingga 3 H (8-9 M) terutama di Kufah,
Madinah, Makkah, Mesir, dan Baghdad. Setiap madzhab memiliki kecenderungan khas
dalam menafsirkan ayat-ayat hukum sesuai dengan prinsip-prinsip fighinya. Semisal para
fugaha® Shi‘ah menghasilkan karya tafsir yang menggambarkan corak fighi madzhab mereka.
Demikian pula halnya dengan Khawarij, Zahiriyah, dan Ahl al-Sunnah masing-masing
melahirkan tradisi tafsir fighi yang mengakar dalam keyakinan yurisprudensial mereka.®

Saputra Adiwijaya, Bukn Ajar Metode Penclitian Kualitatif, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia,
2024), 42.

7Acep Thsan Rohmatullah dan Faishal Al-Ghifari, “Eksistensi Corak Tafsit Hukmi dan Penafsiran Al-
Quran,” Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol. 3, No. 4 (2023), 618.

$Musa Shahin Lashin, A/~La dli al-Hisan fi ‘Ulim al-Qur'an (Kairo: Dar al-Shuraq, 1423 H), 333.
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Tafsir ini lebih dikenal dengan istilah fafsir ayat al-ahkam karena fokus utamanya
adalah penafsiran terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an. Dari segi kronologi, tafsir
bercorak fighi tergolong sebagai salah satu pendekatan yang paling luas diterima oleh para
mufasir lintas zaman dan madzhab. Bahkan, tafsir ini dapat dikatakan sebagai salah satu
corak tafsir tertua, karena kemunculannya beriringan dengan awal mula tradisi penafsiran
Al-Qur’an itu sendiri.’

Dalam lintasan sejarah perkembangan tafsir Al-Qur’an, corak tafsir fighi termasuk
salah satu model penafsiran yang paling awal muncul. Keberadaan tafsir bercorak fighi

bahkan dapat dikatakan setua dengan lahirnya tafsir itu sendiri."’

Hal ini dikarenakan sejak
wahyu pertama kali diturunkan, Al-Qur’an tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk spiritual,
tetapl juga sebagai sumber hukum yang membimbing umat Islam dalam menjalani
kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keluarga. Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-
Qur’an menuntut adanya penjelasan dan pemahaman praktis, yang kemudian mendorong
munculnya penafsiran bernuansa fighi dan secara alami muncul pula praktik penafsiran
hukum yang kini dikenal sebagai tafsir fighi.

Oleh karena itu, tafsir fighi tidak bisa dilepaskan dari upaya para sahabat dan ulama
generasi awal dalam memahami perintah dan larangan Allah yang berimplikasi hukum.
Oleh karena itu, memahami dinamika perkembangan tafsir fighi harus dilakukan dengan
menelusuri sejarah perkembangan fighi itu sendiri yaitu dimulai dari masa Nabi
Muhammad hingga terbentuknya madzhab-madzhab fighi. Begitu juga tafsir ini telah
menempati posisi penting dalam membumikan ajaran Al-Qur’an dalam konteks kehidupan
umat. Untuk memetakan sejarah tersebut secara lebih sistematis, tulisan ini menggunakan
petiodisasi yang dikemukakan oleh Muhammad Husayn al-Dhahabi, yang membagi
dinamika tafsir fighi ke dalam beberapa fase perkembangan penting.

Al-Quran diturunkan dengan membawa kandungan hukum-hukum fighi yang
menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam konteks keduniaan maupun
urusan akhirat. Pada masa Rasulullah saw., umat Islam memahami ayat-ayat tersebut
melalui kemampuan berbahasa Arab yang secara alami mereka miliki, serta melalui
kecakapan dalam menangkap makna kontekstual wahyu. Namun, ketika mereka
menghadapi kesulitan dalam memahami suatu ayat, mereka tidak segan langsung meminta
penjelasan kepada Rasulullah saw. Dalam hal ini, Rasulullah berperan sebagai penafsir
utama wahyu, sekaligus sebagai pembimbing umat dalam memahami dan mengamalkan
hukum-hukum syariat secara praktis.'’ Dari sinilah bentuk awal tafsir fighi mulai tumbuh.

Salah satu contoh konkret dari hal tersebut dapat ditemukan dalam sebuah riwayat
tentang hukum talak. Diceritakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw.,
dan bertanya mengenai ayat: “lalak (yang dapat dirjuki) itu dua kali. Setelah itn boleh rujuk
dengan cara yang baik atan menceraikan dengan cara yang baik” (QS. al-Baqarah [2]: 229). Ia
bertanya, “Wahai Rasulullah, lalu di manakah posisi talak yang ketiga?” Rasulullah
menjawab, “(Yang dimaksud) adalah rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan

9Ahmad Izzan, Metodologi 1lnmu Tafsir Bandung: Tafakur, 2009), 200-201.

107hid., 206.

"Muhammad Husayn al-Dhahabi, A/ Tafsir wa al-Mufassirin, Juz. 11, (Kaito: Maktabah Wahbah, 2000),
319.
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cara yang baik.” Riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah bukan hanya menjelaskan
makna tekstual ayat, tetapi juga memberikan panduan praktis dalam memahami konteks
hukumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mu‘awiyah dari Isma‘l bin Samr’, dari Abua
Razin, serta diperkuat oleh riwayat al-Thawti dan perawi lainnya dengan redaksi serupa.'?

Pada periode sahabat dan tabi‘in, tafsir fighi mulai berkembang secara lebih dinamis
seiring dengan munculnya beragam persoalan hukum baru pasca wafatnya Rasulullah saw.
Para sahabat sebagai generasi pertama yang langsung dididik oleh Nabi menghadapi
kenyataan bahwa tidak semua peristiwa baru memiliki jawaban yang eksplisit dalam teks-
teks syariat. Oleh karena itu, mereka mengandalkan kemampuan ijtthad , yakni upaya
menelaah dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan mempertimbangkan konteks,
makna lafaz, dan dalalah (indikasi hukum) dari teks."” Langkah pertama yang mereka
tempuh adalah merujuk langsung pada Al-Qur’an, dan jika tidak ditemukan dasar
hukumnya, maka mereka kembali kepada sunnah Nabi. Jika kedua sumber tersebut tidak
memberikan jawaban yang jelas, para sahabat akan menggunakan ijtthad  pribadi
berdasarkan kaidah-kaidah umum syariat yang telah diajarkan Nabi Muhammad.

Proses istinbat hukum yang dilakukan para sahabat tidak selalu menghasilkan
kesepakatan, sebagian kecil mengalami perbedaan pemahaman terhadap teks schingga
melahirkan ragam penafsiran hukum. Misalnya, perbedaan antara ‘Umar bin Khattab dan
‘Ali bin Abi Talib tentang masa iddah perempuan hamil yang ditinggal wafat suaminya.
Umar berpendapat bahwa masa iddah berakhir saat perempuan tersebut melahirkan,
sementara Ali berpendapat bahwa masa iddah adalah yang paling akhir di antara dua
ketentuan: melahirkan atau empat bulan sepuluh hari. Perbedaan ini didasarkan pada dua
ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang iddah dari sudut yang berbeda, yaitu QS. al-Baqarah
(2): 234 dan QS. al-Talaq (65): 4. Dalam hal ini, Ali menggunakan pendekatan a/jam’ wa al-
tawfig (kompromi dalil), sedangkan Umar menggunakan pendekatan a/-naskh (pengkhususan
dalil umum)."*

Perbedaan lain terjadi antara Ibn ‘Abbas dan Zayd bin Thabit mengenai pembagian
warisan bagi suami, ibu, dan ayah. Ibn ‘Abbas memahami ayat secara literal bahwa ibu
mendapat sepertiga dari keseluruhan harta. Sebaliknya, Zayd dan mayoritas sahabat
berpendapat bahwa ibu hanya menerima sepertiga dari sisa harta setelah bagian suami
diambil, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan waris antara ayah dan ibu. Perbedaan-
perbedaan ini menunjukkan bahwa tafsir fighi pada masa sahabat tidak bersifat statis,
melainkan terbuka terhadap diskusi dan argumentasi hukum."

2Abu ‘Abd al-Lah Muhammad ibn Ahmad al-Ansati al-Qurtubi, AX-Jami’ i Ahkdm al-Qur'an, Jilid. 11,
Juz. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyyah, t.th.), 85.

13Fahd ibn ‘Abd al-Rahman ibn Sulayman al-Rumi, [#7jahdt al-Tafsir fi al-Qarmn al-Rabi® ‘Asbr, Vol. 2
(Beirut: Jami‘ah al-Imam Muhammad bin Sa‘td al-Islamiyyah, 1440 H), 443; Safruroh dan Otong Suhendat,
“Cotak Tafsir fighi Ibn ‘Arabi: Studi Kitab Tafsir Ahkdn al-Qur'an,” Jurnal Trfani, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni,
2022), 65.

14Sigit Abdulloh dan Yusman Gunara, “Perkembangan dan Resepsi Tafsir Hukmi di Kalangan
Ulama,” Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol. 3, No. 4 (2023), 713.

15al-Dhahabi, A~ Tafsir wa al-Mufassirin, Juz. 11, 319-320.
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Perjalanan tafsir fighi dalam khazanah keislaman mengalami perkembangan yang
dinamis sejak masa awal Islam. Dalam peta perkembangan studi tafsir, tafsir fighi berdiri
sejajar dengan corak tafsir lainnya seperti tafsir linguistik, kalam, dan tasawuf. Akan tetapi,
dalam peta studi Islam yang lebih luas, tafsir fighi memiliki posisi unik karena menjadi titik
temu antara disiplin tafsir dan figih. Dengan demikian, tafsir fighi tidak hanya berkembang
dalam tradisi tafsir, tetapi juga dalam tradisi #S#/ al-figh dan pembentukan hukum Islam.
Pada periode sahabat, proses istinbat hukum tidak selalu menghasilkan kesepakatan mutlak.
Meskipun mereka merujuk pada teks yang sama, perbedaan dalam latar belakang, konteks
sosial, dan pendekatan terhadap dalalah (indikasi makna) menyebabkan munculnya ragam
penafsiran terhadap ayat-ayat hukum. Dinamika ini semakin mengemuka karena pada masa
tersebut wahyu tidak lagi turun, sementara persoalan kehidupan terus berkembang dan
menuntut solusi hukum yang cepat dan tepat. Terobosan metodologis para sahabat dalam
merespons problem-problem baru inilah yang menjadi titik awal terjadinya perbedaan
pendapat, sekaligus memperkaya tradisi hukum Islam.'® Meski demikian, keragaman ini
tidak melahirkan konflik, tetapi justru menjadi fondasi bagi dinamika penafsiran hukum
dalam Islam. Tradisi tersebut kemudian dilanjutkan oleh generasi tabi‘in sebagai murid
langsung para sahabat. Mereka mewarisi metode penafsiran dan ijtihad sahabat, namun
mengembangkannya dalam konteks sosial yang lebih kompleks dan tersebar di berbagai
wilayah. Pada fase inilah mulai terlihat embrio madzhab-madzhab fighi yang kelak tumbuh
lebih matang pada periode berikutnya.

Memasuki masa kemunculan imam madzhab seperti Abu Hanifah (w. 150 H), Malik
(w. 179 H), al-Shafii (w. 204 H), dan Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), tafsir fighi
berkembang pesat. Munculnya beragam persoalan baru dalam masyarakat menuntut adanya
jjtthad yang lebih intensif terhadap nash-nash syariat. Para imam madzhab melakukan
penalaran hukum berdasarkan Al-Qut’an, hadis, dan prinsip-prinsip #Su/ al-figh yang mereka
bangun secara metodologis. Meski terjadi banyak perbedaan dalam hasil ijtthad mereka,
semangat keilmuan tetap dijunjung tinggi. Para imam tidak segan untuk meninggalkan
pendapat pribadinya jika ditemukan dalil yang lebih kuat. Sikap ini mencerminkan semangat
keilmuan yang inklusif dan tidak fanatik terhadap madzhab tertentu.

Salah satu contoh keteladanan ini adalah pernyataan Imam al-Shafi‘i yang masyhur,
“Jika hadis itu sahih, maka itulah pendapatku.” Ungkapan ini menunjukkan keterbukaan
dalam menerima kebenaran, terlepas dari siapa yang mengatakannya. Para imam besar juga
saling menghormati satu sama lain. Bahkan al-Shafi‘i mengakui kontribusi para ulama lain
dengan menyebut Abu Hanifah sebagai “ayah bagi para ahli fighi,” kepada Ahmad bin
Hanbal sebagai “murid dalam bidang fighi” serta menjuluki Imam Malik sebagai “bintang
yang paling terang”. Semua ini menunjukkan bahwa di antara para fugahd besar tersebut
tersebar semangat saling menghargai dan saling mencintai, sebagaimana sebuah tradisi yang
diwarisi dari para sahabat dan tabi‘in."” Secara umum, perbedaan pendapat di kalangan
ulama disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain variasi dalam gira'ah, perbedaan

16Rasyid Rizani, dkk., “Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan
Metode Ijtihad dalam Membentuk Hukum Islam,” Indonesian Journal of Isiamic Jurisprudence, Economic and 1 egal
Theory, Vol. 2, No. 2 (2024), 635.

1bid., 320.
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i‘rab, perbedaan sumber dan kualitas periwayatan hadis, variasi pemahaman terhadap teks,
petbedaan metode istinbat, perbedaan dalam melakukan ja‘ dan farjih ketika menghadapi
dalil yang tampak bertentangan, serta perbedaan kaidah-kaidah kebahasaan dan ushuliyyah
yang digunakan.'®

Namun, setelah wafatnya para imam besar, muncul generasi baru yang lebih
menonjolkan fanatisme madzhab. Taklid kepada pendapat madzhab tertentu berkembang
menjadi sikap eksklusif, bahkan ekstrem. Sebagian pengikut menjadikan pendapat imam
mereka setara dengan teks suci (nash), sehingga segala bentuk penafsiran diarahkan untuk
mendukung madzhab yang diikuti. Jika terdapat ayat yang tampaknya mendukung madzhab
lain, maka dilakukan takwil yang jauh dari makna lahiriah, atau bahkan menyatakan bahwa
ayat tersebut telah di-nasakh. Pernyataan ‘Abd al-Lah al-Karkhi dari madzhab Hanafi yang
menyebut bahwa “setiap ayat atau hadis yang bertentangan dengan madzhab kami telah di-
nasakh atau harus ditakwil” menjadi contoh ekstrem dari fanatisme ini."”

Dengan adanya contoh di atas, tidak semua pengikut madzhab terjebak dalam
fanatisme. Sebagian tetap menunjukkan objektivitas ilmiah dalam menelaah pendapat para
imam. Mereka membuka ruang untuk kritik dan koreksi, serta menjadikan dalil sebagai
landasan utama dalam menetapkan kebenaran. Kedua kelompok (fanatik dan objektif) ini
sama-sama memiliki kontribusi terhadap perkembangan tafsir fighi. Kelompok pertama
melihat ayat-ayat hukum melalui kacamata madzhab mereka dan menyesuaikannya dengan
pendapat tersebut sehingga memperkuat identitas madzhabnya. Sementara kelompok kedua
memperluas horizon keilmuan dengan pendekatan yang lebih kritis yaitu menafsirkan ayat-
ayat tersebut secara objektif tanpa dorongan hawa nafsu madzhab, melainkan berdasarkan
pemahaman yang murni dan jernih.*

Keragaman corak tafsir fighi dalam Islam dapat ditelusuri seiring dengan dinamika
kemunculan madzhab-madzhab fighi dan kelompok-kelompok pemikiran dalam sejarah
Islam. Pada masa awal turunnya Al-Qur’an hingga sebelum munculnya madzhab-madzhab,
penafsiran terhadap ayat-ayat hukum berlangsung relatif murni dan terbebas dari pengaruh
fanatisme madzhab atau kepentingan golongan. Namun, ketika madzhab-madzhab fighi
mulai berkembang, tafsir fighi pun mengalami pergeseran orientasi. Penafsiran tidak lagi
bersifat universal, melainkan cenderung mengarah dan menyesuaikan dengan corak
pemikiran masing-masing madzhab.

Semisal dalam tradisi Ahl al-Sunnah menjumpai beragam corak tafsir fighi, pada
awalnya penafsiran dalam lingkungan ini cenderung bersifat objektif dan bebas dari sikap
fanatik terhadap madzhab tertentu. Namun seiring waktu, fanatisme madzhab mulai
memengaruhi pola penafsiran yang berkembang. Kelompok lain seperti kaum Zahiriyah
dikenal dengan pendekatannya yang konsisten terhadap makna lahiriah ayat-ayat Al-Qur’an,
tanpa membuka ruang untuk takwil yang bersifat spekulatif. Sementara itu, kelompok

18Wipkil Bashor, dkk., “Metodologi Al-Figh Al-Mugqaran: Pendekatan dan Dampaknya pada
Perbedaan Pendapat Figh,” IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1 (2025),
25-26.

PKasyfia Rizka dan Leo Dwi Cahyono, “Perbandingan Hukum dan Madzhab-Madzhab dalam Islam,”
Moefty: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum, Vol. 12, No. 1 (2023), 27.

N]bid., 320-321.
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Khawarij dan Shi‘ah masing-masing memiliki pendekatan tafsir fighi yang khas,
mencerminkan pandangan ideologis dan doktrinal mereka. Khawarij menafsirkan ayat-ayat
hukum dengan pendekatan yang sangat tekstual dan rigid, tanpa memperhatikan waqasid al-
syari‘ah. Mereka memandang bahwa penerapan hukum harus dilakukan secara absolut,
sehingga pelanggaran terhadap ketentuan syariat kerap dianggap sebagai bentuk kekufuran.
Dalam konteks hudid, misalnya, mereka langsung menerapkan hukuman atas pelaku dosa
besar seperti pencurian atau zina tanpa mempertimbangkan aspek niat, kondisi sosial atau
peluang taubat.”'

Fenomena yang terjadi kemudian adalah upaya dari masing-masing kelompok untuk
menakwilkan nash-nash Al-Qur’an sedemikian rupa agar mendukung atau setidaknya tidak
bertentangan dengan pandangan mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, hal ini mendorong
munculnya bentuk penafsiran yang dipaksakan (ta‘assuf), yang terkadang menyimpang dari
makna asli dan petunjuk bahasa dalam Al-Qur’an. Realitas ini menunjukkan bahwa
dinamika tafsir fighi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh latar belakang teologis, ideologis,
dan madzhab para mufasir yang terlibat di dalamnya.*

Beragamnya pendekatan ini menunjukkan bahwa tafsir fighi merupakan entitas yang
terus berkembang dan bertransformasi sesuai dengan dinamika umat. Ia tidak hanya
merupakan hasil ijtihad terhadap teks, tetapi juga respons terhadap realitas sosial, politik,
dan madzhab yang mengitarinya.

Kontribusi Madzhab: Spektrum Pemikiran Hukum dan Tafsir

Dalam lintasan sejarah tafsit Al-Qur’an, corak fighi atau fafsir ayat al-ahkdm
menempati posisi penting sebagai bagian dari upaya ulama dalam menggali dasar-dasar
hukum Islam dari wahyu ilahi. Setiap madzhab fighi memiliki warisan intelektual yang khas
dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, menghasilkan beragam karya monumental yang
merefleksikan metodologi dan pandangan hukum masing-masing.

Kehadiran karya-karya ini menunjukkan bagaimana tafsir fighi tidak hanya bersifat
fungsional dalam menjelaskan ayat-ayat hukum, tetapi juga mencerminkan dialektika fighi
dalam tradisi tafsir yang berbeda-beda sesuai dengan madzhabnya. Selain itu, tafsir ini
menjadi medan dialektika hukum yang dinamis, kontekstual, dan berakar kuat pada tradisi
keilmuan Islam klasik. Pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah, ketika berbagai disiplin ilmu
keislaman mulai mengalami proses kodifikasi, tafsir fighi turut mengalami konsolidasi
sebagai cabang tafsir yang lebih sistematis dan terfokus. Salah satu tokoh awal yang
mengembangkan pendekatan tafsir berbasis hukum adalah Muhammad bin Idris al-Shafi‘i
(w. 204 H), yang dikenal tidak hanya sebagai mujtahid besar tetapi juga sebagai pelopor
dalam penafsiran ayat-ayat hukum secara metodologis. Meski demikian, karya tafsir yang

2°Abd  al-Qahir bin Thahir bin Muhammad al-Tamimi al-Bagdadi, 4/Farqu Bain al-Firag, (Al-
Maktabah Al-‘Ashriyah, n.d.), 109; Akhmad Dasuki, dkk., “Tafsir Ekstrem Kaum Khawarij Ketika Ayat Suci
Dijadikan Alat Takfir,” Journal Sains Student Reasearch, Vol. 3, No. 4 (2025), 165-166.

2]bid., 321.
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dikenal secara khusus dengan judul Abkdm al-Qur'an berasal dari Abu al-Husayn ‘All ibn
Hajar al-S2’di (w. 224 H).”

Menurut Abdul Halim Mahmud, salah satu karya monumental dalam bidang ini
adalah Abkam al-Qur'an karya al-Jassas. Kitab ini dipandang sebagai karya tafsir pertama
yang secara khusus dan sistematis mengulas ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an. Al-Jassas
tidak hanya mengumpulkan ayat-ayat hukum, tetapi juga membahasnya secara mendalam
dengan pendekatan wsil al-figh, sehingga menjadi rujukan utama bagi para ulama
sesudahnya dalam menulis tafsir bercorak hukum. Karya-katya seperti Ahkam al-Qur'an
oleh Ibn ‘Arabi, al-Qurtabi, dan IIKiya al-Harasi banyak merujuk pada metodologi dan
sistematika yang dirintis oleh al-Jassas.”

Madzhab Hanafiyah melahirkan sejumlah karya tafsir yang menitikberatkan pada
penjabaran hukum-hukum fighi dalam Al-Qut’an sepetti Ahkdn al-Qur'an karya Abu Bakr
al-Razi al-Jassas (w. 370 H), yang dikenal luas dengan sebutan Tufsir al-Jassas, serta al-
Tafsirat al-Ahmadiyyah fi Bayin al-Ayit al-Shariyyah karya Mulla Jiyin.” Sementara itu,
kalangan Malikiyah melahirkan beberapa karya penting yang menunjukkan kedalaman
pemahaman terhadap ayat-ayat hukum, seperti Ahkam al-Qur'an karya Abu Bakr ibn al-
‘Arabi (w. 543 H), yang populer dengan nama Tafsir lbn al-‘Arabi, dan al-Jani’ li Ahkam al-
Qur'an karya Abu ‘Abd al-Lah al-Qurtabi (w. 671 H), yang kemudian lebih dikenal dengan
Tafsir al-Qurtabi.*

Kalangan Shafi‘iyah juga turut berkontribusi besar dalam bidang ini, terdapat
beberapa katya signifikan, antara lain Ahkam al-Qur'an yang merupakan hasil i&btisar dari
pemikiran Imam Shafii yang dibukukan oleh Abu Bakr al-Bayhaqi, a/-Qawl/ al-Wajiz fi
Ahkdm al-Kitab karya Ahmad ibn Yusuf al-Halabi,”" Ahgam al-Qur'an karya 11Kiya al-Harast
(w. 504 H), serta al-lklil fi Istinbit al-Tanzil karya Jalal al-Din al-Suyati (w. 911 H).*®
Sementara itu, dalam tradisi tafsir madzhab Hanbali, salah satu karya yang patut dicatat
adalah Zad al-Masir fi Tim al-Tafsir karya Ibn al-Jawzi.”’

Corak tafsir fighi juga berkembang dalam madzhab Shi‘ah Itsna ‘Ashariyyah maupun
Zaydiyyah terdapat karya tafsir hukum yang khas dengan nuansa teologis yang kuat, seperti
karya Kanz al-Irfan fi Figh al-Qur'an karya al-Miqdad ibn ‘Abd al-Lah al-Suyuri (abad ke-9
H), yang sering disebut sebagai Tafsir al-Suysri (Shi‘ah Itsna ‘Ashariyyah/Shi).” Sedangkan

ZLilik Ummi Kaltsum, “Tafsir Fighi: Potret Pemikiran Al-Jashshash dalam “Ahkam Al-Qut’an,”
Jurnal Refleksi, Vol. VI, No. 3 (2004), 277-278.

2*Adudin Alijaya, “Peta Al-Jashshash dalam Kajian Tafsir Fighi (Analisis terhadap Kitab Ahkam Al-
Qur’an),” AF~Kainab: Journal Islamic Studies, Vol. 1, No. 2 (2022), 8.

2Fahd ibn ‘Abd al-Rahman ibn Sulayman al-Rami, Bxhsth fi Usil al-Tafsir wa Manahijuh (Riyadh:
Maktabah al-Tawbah, 1419 H), 94-95.

26Dr. Thameem Ushama, Methodologies of the Qur'anic Exegesis, tetj. Hasan Basti dan Amroeni, (Jakarta:
Riora Cipta, 2000), 84.

2Tal-Rami, Buhiith fi Usil al-Tafsir..., 94-95.

28Ushama, Methodologies of the Qur'anic Excegesis..., 84.

29al-Rami, Buhath fi Usil al-Tafsir..., 94-95.

30 al-Dhahabi, A~ Tafsir wa al-Mufassirin, Juz. 11, 342.
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dalam madzhab Zaydiyyah, terdapat alThamarat al-Yani‘ah wa al-Ahkam al-Wadihah al-
Qati‘ah karya Yusuf ibn Ahmad al-Thala'1 (w. 832 H), yang dikenal sebagai Tafsir al-Thala*i
dan Sharh al-Khamsamiah Ayat min al-Tanzil oleh ‘Abd al-1ah ibn Muhammad al-Najri.”!

Pada era modern, kecenderungan untuk mengkaji ayat-ayat hukum secara khusus
terus berlanjut. Beberapa ulama kontemporer menyusun karya yang secara eksplisit
mengangkat tema tafsir ayat-ayat hukum. Di antaranya adalah Nay/ al-Marim fi Tafsir Ayat
al-Ahkam karya Muhammad Siddiq Hasan yang disusun dalam satu jilid, serta Rawai’ al-
Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkdam karya Muhammad ‘Alf al-Sabuni yang terbagi dalam dua jilid
dan cukup luas digunakan di lingkungan pendidikan tinggi Islam. Selain itu, terdapat pula
karya Tafsir Ayat al-Ahkam yang disunting dan direvisi oleh Muhammad Alf al-Sayis, serta
karya lain dengan judul yang sama oleh Mana’ al-Qattan, yang dikenal sebagai akademisi
dan mufasir kontemporer dengan pendekatan sistematis terhadap ayat-ayat hukum.”

Corak Pemikiran dan Identitas Epistemologis

Tafsir fighi merupakan salah satu corak tafsir yang khas dalam khazanah keilmuan
Islam, karena secara spesifik bertujuan untuk mengungkap makna ayat-ayat Al-Qur’an yang
berkaitan dengan hukum syariat. Tafsir ini tidak hanya bertujuan memahami teks suci pada
tataaran linguistik, tetapi juga menjadikannya dasar pembentukan norma hukum yang
berlaku di tengah masyarakat Muslim. Dalam proses penafsirannya, tafsir fighi memiliki
beberapa karakteristik menonjol yang membedakannya dari corak tafsir lainnya, seperti
tafsir falsafi, tasawuf, maupun adabi-ijtima‘i.

1. Asumsi Dasar Epistemologis Tafsir Fighi

Secara epistemologis, tafsir fighi dibangun di atas sejumlah asumsi dasar. Pertama, Al-
Qur’an dipandang tidak hanya sebagai kitab petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai sumber
hukum yang memuat prinsip-prinsip normatif yang dapat diturunkan menjadi aturan fighi.
Karena itu, makna hukum diyakini dapat diakses melalui analisis bahasa Arab, konteks
turunnya ayat, serta kaidah usul figh yang baku. Kedua, tafsir fighi berangkat dari keyakinan
bahwa wahyu selalu relevan dengan setiap kondisi sosial, sehingga norma hukum yang
terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan lintas ruang dan waktu melalui proses ijtihad.
Ketiga, akal manusia ditempatkan sebagai instrumen epistemologis yang sah untuk menalar
teks, namun tetap berada dalam kerangka otoritas nash dan prinsip-prinsip syariat.”
Asumsi-asumsi inilah yang melandasi konstruksi epistemologis tafsir fighi sebagai corak
tafsir normatif-legal. Dengan demikian, tafsir fighi memandang teks dan realitas bukan
sebagai dua entitas yang berlawanan, melainkan sebagai ruang dialog hermeneutik yang

diikat oleh prinsip maqaSid al-shari'ah.

3 bid., 344.

32al-Rami, Buhath fi Usil al-Tafsir..., 95.

33Mamat Salamet Burhanuddin dan Noer Diana Kholida, “Alf Jum’ah Approach on Qur’anic Magasidi
Exegesis; A Study of a/-Nibris fi Tafsir al-Qur'an,” Mushaf> Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan, Vol. 1, No. 2
(Juni, 2021), 1-21.
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2. Sumber Otoritas Penafsiran

Dalam kerangka epistemologi Islam, tafsir fighi merujuk pada hierarki sumber hukum
yang telah mapan. Al-Qur’an menempati posisi sebagai sumber utama, kemudian ditopang
oleh Sunnah Nabi sebagai penjelas praktik dan rincian hukum. Di samping itu, tafsir fighi
juga memanfaatkan 7iwa‘ sebagai legitimasi kolektif dan qiyas sebagai sarana analogi hukum
tethadap kasus-kasus baru.’® Kaidah-kaidah kebahasaan, termasuk analisis 7%b, dalilah
lajziyyah dan gira’at menjadi perangkat teknis dalam proses zszinbat. Pada perkembangan
tertentu, sebagian mufasir juga mempertimbangkan magasid al-shari‘ah dan maslahah sebagai
bingkai normatif agar hasil penafsiran tidak terjebak pada legalisme tekstual semata.
Dengan demikian, legitimasi tafsir fighi tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga pada
tradisi epistemik yang diakui dalam usul figh.

3. Kiriteria Validitas Penafsiran

Dari sudut pandang epistemologis, suatu penafsiran fighi dinilai sahih apabila memenuhi
sejumlah kriteria. Penafsiran harus sesuai dengan kaidah usul figh, tidak menyimpang dari
struktur bahasa Arab, memiliki sandaran dalil yang dapat dipertanggungjawabkan, serta
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat seperti keadilan dan kemaslahatan.
Validitas tafsir fighi juga diperkuat melalui otoritas keilmuan mufasir dan penerimaan
komunitas ilmiah (tasdiq jama‘), sehingga hasil penafsirannya tidak hanya bersifat
individual, tetapi memiliki legitimasi epistemik kolektif.” Katena itu, tafsir fighi pada
hakikatnya merupakan disiplin yang beroperasi dalam ruang akademik yang terukur,
sistematis dan memiliki standar keilmuan yang jelas.

4. Karakteristik Penafsiran

Berdasarkan analisis penulis, terdapat beberapa karakteristik pada kitab-kitab tafsir fighi
dengan mengacu kitab Ahkam al-Qur'an karya Abu Bakr al-Razi al-Jassas, Ahkan al-Qur'an
karya Abu Bakr ibn al-‘Arabi, al-Jami’ li Ahkdm al-Qur'an karya Abu ‘Abd al-Lah al-Qurtabi,
Ahkam al-Qur'an karya NKiya al-Harasi, Kang al-Irfan fi Figh al-Qur'an karya al-Miqdad ibn
‘Abd al-Lah al-Suyuti dan a/-Thamarat al-Yani‘ah wa al-Ahkam al-Wadihah al-Qati‘ah karya
Yisuf ibn Ahmad al-Thala".*

a. Berorientasi pada Hukum (al-Ahkam)

Terlihat beberapa kitab tafsir yang bercorak fighi membatasi cakupannya hanya
pada ayat-ayat yang memuat ketentuan hukum, seperti Tafsir al-Jassas, Tafsir Ibn al-
Arabi)" Tafsir al-Thalai, Tafsir al-Suyir?® dan sebagainya. Berbeda dengan yang

lainnya, al-Qurtubi menafsirkan seluruh Al-Qur’an secara berurutan, tidak secara

%4Samsul Maarif, dkk., “Ushul Fiqih sebagai Epistemologi Hukum Islam: Pendekatan Kontekstual
dalam Pendidikan dan Dakwah,” Spektra: Jurnal Ipn-ilmn Sosial, Vol. 7, No. 2 (2025), 364-376.

%1da Zulfiya, “Distingsi Kaidah Us#/ al-Tafsir dan Us#il al-Figh Beserta Implementasinya,” Ushuluna:
Jurnal Iimu Ushuluddin, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2025), 1-13.

3Isnan Ansory, “Diskursus Seputar Literatur Tafsit Ahkam,” A/~Kareem: Jurnal Imn Al-Qur'an dan
Tafsir, Vol. 1, No. 1 (September, 2023), 13-14.

3"Manna’ al-Qattan, Mabahith fi ‘Uliine al-Qur’an, (Kairo: Maktabah Wahbabh, t.th.), 366-368.

3al-Dhahabi, A Tafsir wa al-Mufassirin, Juz. 11, 342-345.
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khusus memusatkan pembahasannya pada teks hukum.” Karakteristik utama tafsir
fighi adalah fokusnya yang eksplisit pada ayat-ayat hukum, baik dalam bidang
ibadah, muamalah, keluarga, pidana, ekonomi maupun peradilan. Ayat-ayat yang
berkaitan dengan shalat, zakat, puasa, haji, warisan, pernikahan, perceraian, pidana,
ekonomi, hingga peradilan dijadikan objek kajian utama.*’ Dalam tafsir ini, Al-
Qur’an diposisikan sebagai landasan normatif tertinggi dalam konstruksi hukum
Islam, dan oleh karenanya setiap kata dan struktur kalimat dianalisis secara
mendalam untuk menggali kandungan hukumnya.

b. Bernuansa Madzhabi

Sebagian besar karya tafsir fighi dalam praktiknya disusun berdasarkan
pandangan dan metodologi madzhab tertentu, meskipun bersifat ilmiah,
kecenderungan madzhab tetap tampak pada penafsirannya.*’ Misalnya, al-Qurtubi
lebih dekat dengan madzhab Maliki, sedangkan al-Jassas mengikuti madzhab
Hanafi. Ini menyebabkan adanya corak madzhabiyah yang sangat terasa dalam tafsir
fighi, di mana mufasir cenderung mengedepankan pandangan madzhabnya.

c. Pembahasan Perbedaan Pendapat

Banyak dari kitab tafsir fighi memuat pembahasan zgbzilaf (perbedaan) atau
mugaranat al-madhahib (perbandingan pendapat) antara madzhab-madzhab fighi, baik
dalam rangka zarjih (upaya memilih pendapat yang lebih kuat) maupun sekadar
menyajikan ragam pandangan yang ada. Tujuan penyajiannya beragam, mulai dari
memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca, hingga menanggapi
pandangan-pandangan yang dinilai ekstrem atau tidak moderat. Namun, tidak
jarang pula terjadi kritik yang cenderung bersifat defensif, terutama ketika suatu
pandangan dinilai menyimpang dari posisi madzhab yang dianut oleh penulis. Hal
ini mencerminkan bahwa dinamika perbedaan pendapat dalam tafsir fighi tidak
selalu bersifat objektif, melainkan juga dipengaruhi oleh afiliasi madzhab dan latar
belakang keilmuan sang mufasir.

d. Penyusunan Sistematika Masa i/ (Topik-topik hukum)

Sebagian besar mufasir membagi penjelasan setiap ayat hukum ke dalam poin-
poin pembahasan yang sistematis guna memudahkan analisis secara rinci dan
terstruktur. Misalnya, Ibn al-‘Arabi dalam tafsirnya memberikan sub-judul khusus
untuk setiap poin hukum yang dibahas,” sementara alSwyiri menyusun
penafsirannya dalam bentuk bab-bab sebagaimana lazim ditemukan dalam kitab-
kitab fighi. Dalam setiap bab, ia mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan dengan

Mal-Qattan, Mabahith fi Ubinm al-Qur'an..., 368-369.
#0Misbahul Hadi dan Ainul Yaqin, “Fikih-Tasawuf dalam Pandangan Abdul Wahhab al-Sha’rani: Studi

Analisis Akhd al-Hukmi Ikhtiyat dalam Kitab Mizan Al-Kubra,” PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Iimu dan
Hikmah, Vol. 7, No. 2 (September, 2022), 29-46; Muhammad Fauzan Hizbullah dan M. Rasyidul Fikri, “Tafsir
Hukmi (Corak Penafsiran dalam Al-Qur’an),” JSIM: Jurnal llmn Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 6 (2025),

1 Aziz Akbar dan Ahmad Misbah, “Pengaruh Ilmu Figih terhadap Penafsiran Al-Qur’an,” A/-Rastkh:

Jurnal Hukum Istam, Vol. 9, No. 1 (2020), 6-7.

] bid., 367-368.
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satu tema hukum tertentu. Sebagai contoh, pada bab taharah (bersuci), dikumpulkan
berbagai ayat yang berkenaan dengan persoalan kesucian, sehingga pembahasan
menjadi lebih fokus dan aplikatif bagi pembaca.”

Karakteristik-karakteristik tersebut menjadikan tafsir fighi sebagai salah satu bentuk
tafsir yang paling aplikatif dan dibutuhkan oleh umat Islam, terutama dalam menjawab
tantangan kehidupan hukum sehari-hari. Oleh karena itu, kekhasan tafsir fighi menuntut
sikap kritis dalam membacanya. Posisi mufasir sebagai mujtahid selalu membuka
kemungkinan munculnya bias madzhabi atau pendekatan yang terlalu tekstual, terutama
ketika dinamika sosial dan perubahan zaman tidak diperhitungkan secara proporsional.

Langkah-Langkah Metodologis: Dari Teks ke Hukum

Tafsir fighi merupakan corak penafsiran Al-Qur’an yang berfokus pada eksplorasi
hukum-hukum syariat yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Corak ini menonjolkan
pendekatan normatif-legal serta penggunaan perangkat usul fighi dalam menggali makna
hukum dari teks-teks suci. Berikut ini adalah poin-poin metodologi tafsir fighi yang dapat
diidentifikasi:

1. Pendekatan Normatif-L egal. Salah satu metode utama dalam tafsir fighi adalah
pendekatan normatif-legal, yakni penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an dengan
menekankan aspek hukum yang terkandung di dalamnya. Metode ini tidak hanya
melihat makna lafaz secara literal, tetapi juga menggunakan perangkat hukum
Islam seperti gzyas (analogi hukum), Zima‘ (konsensus), dan istinbat al-hukm
(penarikan hukum). Dalam kerangka ini, ayat-ayat ditafsirkan untuk menggali
ketentuan hukum yang aplikatif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam figh.
Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab, di antara dalil-dalil yang disepakati
oleh jumhur ulama sebagai sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an, al-Sunnah,

fjma‘, dan qiyas. Keempat sumber ini menjadi fondasi utama dalam membangun
sistem hukum Islam yang rasional dan terstruktur. Oleh karena itu, dalam
pendekatan normatif-legal, seorang mufassir tidak hanya berperan sebagai
penafsir teks, tetapi juga sebagai mujtabid yang berupaya memahami makna ayat
secara hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip usul fighi yang telah
disepakati para ulama.*

2. Salah satu corak metodologis dalam tafsir fighi adalah pendekatan tematik atau
tafsir - mandhi'i, yaitu penafsiran ayat-ayat hukum yang dikelompokkan
berdasarkan tema tertentu dalam fighi. Model ini memudahkan pembaca untuk
memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan satu topik hukum secara terpadu dan
sistematis. Misalnya, ayat-ayat tentang thaharah, mu‘amalah, jinayah, atau ibadah
dikumpulkan dan ditafsirkan dalam satu kesatuan pembahasan, sehingga lebih
aplikatif dalam konteks pengajaran maupun fatwa.

#3al-Dhahabi, A Tafsir wa al-Mufassirin, Juz. 11, 342-343.

#Abdul Wahhab Khallaf, I/mu Ushul Figh, (Kuwait: Darul Qalam, t.th.), 21; Rohidin, Buku Ajar
Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,
2016), 92.
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Salah satu karya yang menggunakan pendekatan ini adalah Tafsir Ayat al-Ahkam
karya Ahmad Muhammad Husari. Kitab ini menyusun ayat-ayat hukum dalam
kategori maudhuT yang meliputi berbagai bidang seperti ibadah, interaksi sosial,
mu‘Amalah (transaksi), hukum pidana (jinayah), jihad, dan hukum perdata.*
Penyusunan seperti ini mencerminkan keterpaduan antara metode tematik dan
pendekatan hukum Islam yang berbasis pada kebutuhan praktis masyarakat
muslim.

Dengan pendekatan maudhi 7, tafsir fighi tidak hanya menjadi kajian teks semata,
tetapl juga menjadi perangkat metodologis yang memudahkan integrasi antara
wahyu dan realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tematik dalam
tafsir hukum adalah salah satu bentuk ijtihad yang efektif dalam menyampaikan
ajaran Islam secara kontekstual dan mudah diakses oleh umat.

3. Dalam tradisi tafsir fighi, penggunaan riwayat menjadi salah satu pilar penting

dalam membangun pemahaman terhadap ayat-ayat hukum. Para mufasir tidak
hanya mengandalkan penalaran rasional atau analisis bahasa, tetapi juga merujuk
pada hadis Nabi, atsar sahabat, serta riwayat-riwayat lain yang mendukung
penjelasan hukum dari suatu ayat. Salah satu unsur penting yang sering
digunakan adalah asbab al-nuzil, yakni latar belakang historis turunnya ayat. Asbab
al-nuzzl berfungsi untuk memperjelas konteks sosial dan hukum yang melatari
wahyu, sehingga memudahkan penafsiran makna ayat secara lebih tepat dan
tidak lepas dari maksud asal.
Dalam kerangka keilmuan tafsir, asbab al-nuzil juga termasuk dalam kaidah-
kaidah tafsir yang membantu mufasir memahami pesan dan makna ayat,
terutama dalam menjelaskan kandungan ayat yang bersifat musykil atau
multitafsir. Ketetapan ini menjadi pedoman yang menghindarkan penafsiran dari
kekeliruan kontekstual, sekaligus memperkaya dimensi historis dan sosial dati
teks Al-Qur’an.*® Oleh karena itu, pemanfaatan asbab al-nuzzil dalam tafsir fighi
tidak hanya bersifat pendukung, tetapi juga strategis dalam menjamin akurasi
hukum yang dihasilkan dari ayat.

4. Analisis bahasa Arab dan gira'at merupakan bagian penting dalam penafsiran
hukum, karena proses zstinbat harus memperhatikan aspek-aspek kebahasaan
seperti 77ab (struktur gramatikal), /ughah (makna leksikal), serta variasi giraat.
Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan hukum yang
dihasilkan tetap selaras dengan makna asli teks. Dalam konteks ini, perbedaan
antar-gird at, baik dalam bentuk variasi huruf, struktur kata, susunan kalimat,
'rab, maupun adanya penambahan atau pengurangan lafaz dapat memengaruhi
makna ayat. Meskipun tidak selalu berdampak pada perubahan makna, variasi
tersebut dalam banyak kasus dapat menghasilkan perbedaan kesimpulan hukum

M. Igbal Nasir dan Samsuddin, “Metodologi Tafsir Ayat-Ayat Hukum,” Jurnal Tafasir, Vol. 1, No. 2
(Desember, 2023), 116.

4Pan Suaidi, “Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi,” Jurnal Al-Mufida,
Vol. 1, No. 1 (Juli-Desember, 2016), 118.
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melalui proses #stinbat, sehingga analisis gira’at menjadi elemen yang tidak dapat
diabaikan dalam tafsir fighi."’

5. Perbandingan Madzhab dan Tasih. Salah satu kekhasan tafsir fighi adalah
pemaparan perbedaan pendapat antar madzhab (muqgaranat al-madhahib), diikuti
dengan analisis dalil dan penentuan pendapat yang lebih kuat (tarjth). Melalui
pendekatan ini, pembaca tidak hanya mengetahui ragam pandangan hukum para
imam madzhab, tetapi juga memahami dasar istinbat dan metodologi ijtihad
yang mereka gunakan, yang seluruhnya berporos pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah.
Studi perbandingan tersebut menumbuhkan sikap saling menghormati antar
madzhab, menghindarkan fanatisme, serta menunjukkan bahwa perbedaan
pendapat merupakan bagian inheren dari tradisi ijtthad Islam. Selain
mengungkap keluasan khazanah fighi dan relevansinya dalam menjawab
persoalan modern, pendekatan ini juga memperkuat keyakinan terhadap hukum
yang di-istinbat-kan dan menumbuhkan semangat keilmuan dalam memahami
keteguhan syariat.*

6. Kiritik Riwayat dan Twkhrij Hadis. Tafsir fighi tidak serta-merta menerima semua
hadis, melainkan melakukan kritik terhadap sanad dan matan hadis, serta
menghindari kisah-kisah yang berasal dari Israiliyat. Sikap kritis ini penting
karena, dalam konteks penetapan hukum, hadis berfungsi sebagai penjelas
(bayyani) bagi al-Qur’an, baik dengan menguatkan hukum yang telah disebutkan
dalam al-Qur’an, menjelaskan maksud ayat, menetapkan hukum yang tidak
disebutkan secara eksplisit, maupun memperkaya ajaran akhlak dan menyediakan
konteks historis ayat. Oleh karena itu, ketepatan dalam menilai validitas hadis
menjadi bagian integral dalam metodologi tafsir fighi agar kesimpulan hukum
yang dihasilkan benar-benar selaras dengan ototitas sumbernya.”

7. Keterlibatan Kaidah Ushuliyyah. Mufasir fighi memanfaatkan kaidah wsw/ al-figh
seperti mafhiim mukhalafah, ‘am-khass, mumal-mubayyan, mutlag-muqgayyad, serta
nasikh-mansnkh untuk menggali hukum dari ayat secara metodologis. Penerapan
kaidah-kaidah ini merupakan fondasi utama dalam proses zs#nbat hukum, karena
ushul fighi berfungsi sebagai kerangka teoretis yang menuntun seorang mufasir
agar tidak terjebak pada penafsiran literal yang lepas dari struktur metodologis
syariat. Melalui perangkat kaidah tersebut, penafsiran ayat-ayat hukum dilakukan
secara sistematis dengan mempertimbangkan aspek kebahasaan, logika hukum,
serta prinsip-prinsip umum syariat. Dengan demikian, kaidah ushuliyyah tidak
hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang

YMisnawati, “Qird’at Al-Qur'an dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum,” Jurmal Mudarrisuna:
Media Kajian Pendidikan Agama Isiam, Vol. 4, No. 1 (2014), 98.

#8Sahlan dan Achmad Sopian, “Muqoronah Al-Mazahib dan Kondisi Bermazhab Saat Ini,” A/~Afkar:
Journal for Islamic Studies, Vol. 5, No. 2 (Mei, 2022), 150-151.

“Alifiyanti Zahra Purnama, dkk., “Hadis dan Ushul Figh: Studi Tentang Peran Hadis dalam
Menentukan Hukum Islam,” Hikmab: Jurnal Studi Pendidikan Agama Isiam, Vol. 2, No. 2 (Mei, 2025), 67-68.
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dihasilkan memiliki legitimasi metodologis dan tetap selaras dengan tujuan-
tujuan besar syariat (maqasid al-shari‘ah).”

8. Tafsir bi al-Ma'tsir dan bi al-Ra’yi. Tafsir fighi memadukan penafsiran berdasarkan
riwayat (dalil naqli: Al-Qut’an, sunnah, atsar sahabat) dan akal/ijtthad (dalil
‘aqli), terutama dalam mengembangkan argumentasi hukum.

Nilai Strategis dan Batasan Pendekatan Hukum

Dalam peta perkembangan ilmu tafsir, tafsir fighi menempati posisi strategis sebagai
jembatan antara disiplin tafsitr dan figth. Corak ini tidak hanya bertujuan menjelaskan
makna teks Al-Qut’an, tetapi juga mengarahkan penafsiran pada proses istinbat al-ahkdm
sebagai dasar pembentukan hukum Islam. Dengan demikian, tafsir fighi berperan sebagai
salah satu pilar utama dalam konstruksi yurisprudensi Islam, sekaligus menjadi sarana
operasionalisasi wahyu dalam kehidupan sosial-keagamaan umat. Posisi strategis ini
membuat tafsir fighi tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum Islam,
karena hampir seluruh formulasi hukum klasik berakar pada proses penafsiran ayat-ayat
ahkam. Namun, orientasi legal-formal yang kuat juga melahirkan sejumlah keterbatasan
metodologis yang perlu dikaji secara kritis.

1. Memberikan Penjelasan Hukum Berdasarkan Al-Qur’an secara Sistematis

Tafsir fighi menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam menjelaskan
berbagai ketentuan hukum Islam secara rinci dan sistematis. Ayat-ayat yang berkaitan
dengan ibadah, muamalah, hukum pidana, keluarga, dan peradilan dijelaskan dengan
metodologi istinbat hukum, sehingga memudahkan umat Islam untuk memahami
dasar normatif dari praktik keagamaan mereka.

Penafsiran tethadap ayat-ayat ahkam juga berperan penting dalam membantu
umat menilai apakah perilaku mereka telah selaras dengan norma-norma ilahi.
Dengan menghindari sikap #z‘assub dan fanatisme madzhab, pendekatan tafsir fighi
memiliki signifikansi epistemologis tersendiri karena memberikan kontribusi nyata
dalam penyelesaian persoalan keagamaan. Lebih jauh, tradisi ijtthad yang mendasari
metode ini memiliki nilai religius tersendiri, sebagaimana syariat menjanjikan dua
pahala bagi mujtahid yang benar dan satu pahala bagi yang keliru dalam upaya
penalaran hukumnya.”!

2. Jembatan antara Tafsir dan Fighi

Salah satu kontribusi besar tafsir fighi adalah fungsinya sebagai penghubung
antara displin ilmu tafsir dan ilmu fighi. Tafsir fighi tidak hanya menafsirkan teks,
tetapi juga membangun relasi yang kuat antara makna ayat dan konstruksi hukum
yang lahir darinya melalui proses #stinbat. Dalam konteks ini, hukum Islam yang
dibahas dan dipahami pada masa kini merupakan hasil dari proses panjang penggalian

NIrham Muhammad Azama dan Havidz Cahya Pratama, “Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam
Penafsiran  Ayat-Ayat Jual Beli,” Albamra: ~ Jurnal = Studi ~ Islam,Vol. 4, No. 2 (2023), 125-126.
https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i2.18413

S Ahmad Mujib, “Menimbang Khazanah Tafsir Fiqhi,” Justitia Islamica, Vol. 6, No. 2 (Juli-Desember,
2009), 88.
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hukum dari sumber asalnya, yaitu Al-Qur’an, melalui mekanisme Zs#nbat yang tidak
dapat dilakukan tanpa interpretasi mendalam terhadap teks wahyu.”” Untuk menggali
kandungan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama fighi, seorang ahli fighi juga
memerlukan penguasaan ilmu tafsir dan hadis karena keduanya menjelaskan aspek-
aspek fundamental terkait teks wahyu.”” Dengan demikian, is#nbat hukum pada
hakikatnya menjadi salah satu tujuan utama dari kegiatan penafsiran Al-Qur’an, dan
peran mufasir tidak hanya menyampaikan makna ayat, tetapi juga melakukan
rekonstruksi hukum berdasarkan prinsip-prinsip syar‘i yang komprehensif.

3. Membuka Ruang Ijtihad dan Keragaman Hukum

Pendekatan fighi membuka ruang yang luas bagi munculnya keragaman
pandangan hukum di antara para ulama. Variasi hasil is#nbat terhadap satu ayat
menunjukkan bahwa Al-Qur’an bukanlah teks yang kaku, melainkan membuka
peluang penalaran hukum yang dapat beradaptasi dengan konteks zaman dan tempat.
Keberagaman ini lahir dari sejumlah faktor, seperti perbedaan metode istinbat,
keragaman pola pikir, serta variasi rasionalitas para ulama dalam memahami teks
wahyu.” Dalam perspektif Islam, perbedaan pendapat yang tidak menyentuh aspek
akidah dan prinsip dasar agama merupakan hal yang wajar dan tidak semestinya
menjadi sebab perpecahan, sebab seluruh fugaha’ merujuk pada sumber hukum yang
sama, meskipun berbeda dalam memahami maksud ayat atau hadis.” Oleh karena itu,
tafsir fighi menjadi wadah dinamis yang mencerminkan kekayaan khazanah hukum
Islam. Contohnya tampak dalam penafsiran QS. al-Bagarah: 228 mengenai masa
iddah perempuan cerai, di mana perbedaan pemaknaan terhadap frasa “tiga qura™”
antar madzhab menggambarkan keluasan ruang interpretasi dalam tafsir fighi.”

4.  Meredakan Fanatisme Madzhab secara Gradual

Meskipun banyak mufasir fighi yang berafiliasi pada madzhab tertentu, tradisi
perbandingan pendapat (muqaranat al-madhahib) dalam tafsir fighi secara perlahan
membentuk budaya ilmiah yang lebih terbuka.”” Afiliasi madzhab memang sangat
memengaruhi corak penafsiran seorang mufasir, namun persoalan muncul ketika
afiliasi tersebut berubah menjadi fanatisme yang membuat penafsir mengklaim
madzhabnya sebagai satu-satunya kebenaran dan merendahkan pandangan madzhab

52Hani Sholihah, “Tafsir Maqasidi Sebagai Metode Alternatif Istinbat Hukum,” A~Afkar: Journal For
Islamic Studies, Vol. 6, No. 3 (2023), 698.

53Qaifudin Nur, Iimu Figh: Suatu Pengantar Komprebensif Kepada Hukum Islam, (Bandung: Tafakur, 2007),
27.

5Masrul Anam, “Pendekatan Fikih dan Pengaruh Madzhab dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an,” A/l jaz:
Jurnal Studi AL-Qur’an, Falsafalh dan Keislaman, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2021), 35-37.

5Nutliana, “Metode Istinbath Hukum Muhammad ibn Ismail Al-Shan’ani dalam Kitab Subul Al-
Salam,” A/-Fikra: Jurnal Iimiah Keislaman, Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember, 2006), 150.

SUmar Shihab, Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an, 111,
(Jakarta: Penamadina, 2005), 272; Ahmadi Husain dan Muh. Ilham Usman, “Manhaj Tafsir Berorientasi
Figh”, Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2019), 146.

SManna Al-Qaththan, Mababis fi Ulum Al-Qur'an, VIII, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004),
517; Husain dan Usman, “Manhaj Tafsir Berorientasi Figh...,145.
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lain. Sikap demikian pernah ditunjukkan, misalnya, oleh al-Harrasi yang dalam
mukadimah tafsirnya menegaskan bahwa madzhab al-SyafiT adalah madzhab yang
paling benar dan paling layak diikuti.”® Oleh karena itu, pendekatan komparatif dalam
tafsir fighi memiliki peran strategis dalam meredakan ketegangan antar-madzhab dan
menjadi jembatan yang menyejukkan dalam diskursus hukum Islam.

Dengan demikian, nilai strategis tafsir fighi terletak pada kontribusinya dalam
membumikan kandungan normatif Al-Qur'an menjadi sistem hukum yang
operasional. Tanpa corak tafsir ini, fiqih akan kehilangan pijakan tekstualnya, dan
tafsir akan kehilangan relevansi praktisnya. Namun, posisi strategis ini sekaligus
menyingkap sejumlah keterbatasan metodologis yang perlu dicermati secara kritis.

5.  Rentan terhadap Bias Madzhab

Salah satu kelemahan tafsir fighi adalah kecenderungan afiliasi madzhab yang
kuat pada pandangan satu madzhab tertentu. Afiliasi madzhab yang kuat dalam
sebagian karya tafsir fighi terkadang mendorong penafsiran ayat agar selaras dengan
konstruksi hukum madzhab tertentu. Salah satunya ditemukan dalam kitab Tafsir a/-
Jassas yang dikenal sangat fanatik terhadap madzhab Hanafi, hingga fanatismenya
tersebut seringkali membuatnya memaksakan penafsiran ayat demi membela
madzhabnya.” Namun, kecenderungan tafsir fighi untuk memusatkan pembahasan
pada perbedaan pendapat hukum sering kali membuatnya lebih menyerupai buku
panduan fighi daripada karya tafsir Al-Qur’an pada umumnya. Hal ini tampak,
misalnya, pada Ahkam al-Qur'an karya Abu Bakr al-Jassas yang menurut Husayn al-
Dhahabi, secara ekstensif mengulas perselisihan hukum di kalangan para fugaha’ dan
memuat pembahasan rinci mengenai isu-isu hukum yang bahkan melampaui
ketentuan eksplisit Al-Qur’an.”’

6. Reduksi terhadap Universalitas Al-Qur’an

Berdasarkan pengertian dasarnya, tafsir ayat-ayat hukum berfokus pada
pengkajian ayat-ayat yang mengandung ketentuan legal serta prosedur stinbat
(penggalian hukum) yang diturunkan darinya.”’ Dengan membatasi diri hanya pada
ayat-ayat hukum, tafsir fighi cenderung mengabaikan dimensi universal dan
multidimensi dari Al-Qur’an. Padahal Al-Qur’an tidak hanya berisi hukum, melainkan
juga ajaran akhlak, spiritualitas, sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan yang luas. Fokus
sempit pada aspek legal-formal dapat membuat tafsir fighi terasa parsial dan tidak
mewakili keseluruhan pesan Al-Qur’an sebagai petunjuk hidup (hudan li al-nas).

Ahmad Atabik, “Pengaruh Madzhab Mufassir terhadap Perbedaan Penafsiran,” JISH: Journal Of

Islamic S tudies And Humanities, Vol. 2, No. 1 (2017), 74.

¥ Al-Qattan, Mabahith fi ‘Ulim Al-Qur'an..., 366-367.
®0Bayram Demircigil, “The Conceptualization of Jutisprudential Exegesis as The Intersection of Tafsir

and Figh: a Critical Approach,” Re/igions, Vol. 16, No. 2 (2025), 6.

Osnan Anshory, Mengenal Tafsir Ayat Abkam, Cet. 1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5; M.

Igbal Nasir dan Samsuddin, “Metodologi Tafsir Ayat-Ayat Hukum,” Tafasir: Jurnal Imn Al-Qur'an dan Tafsir,
Vol. 1, No. 2 (2023), 109.
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7. Mengabaikan Dimensi Spiritual dan Moral Ayat

Tafsir fighi kerap terjebak dalam pendekatan material dan teknis terhadap
hukum, dan kurang memberikan ruang bagi pemaknaan spiritual, etis, atau sastra dari
suatu ayat. Akibatnya, ayat-ayat hukum hanya dipahami dalam bingkai legalistik tanpa
menyentuh makna terdalam yang bersifat humanistik. Misalnya, penafsiran terhadap
ayat tentang pencurian (QS. al-Ma’idah: 38) sering kali terfokus pada hukuman
potong tangan, tanpa menggali konteks sosial, penyebab ekonomi, atau nilai keadilan
yang lebih luas yang menjadi tujuan syariat.”

Pada titik ini, tafsir fighi tidak hanya dipahami sebagai metode penalaran hukum,
tetapi juga sebagai madzhab penafsiran yang memiliki kontribusi fundamental dalam
sejarah tafsir Al-Qur’an. Keterbatasan-keterbatasan yang melekat padanya justru
membuka ruang dialog metodologis yang produktif bagi pengembangan tafsir hukum
Islam di masa kini.

Potensi Tafsir Fighi dalam Merespons Tantangan Hukum Kontemporer

Pembahasan ini menyoroti potensi tafsir fighi sebagai landasan epistemologis dalam
merespons problem hukum Islam yang muncul seiring perkembangan sosial, teknologi, dan
budaya modern. Tafsir fighi tidak hanya berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat hukum, tetapi
juga sebagai basis ijtihad kontemporer yang memungkinkan lahirnya formulasi hukum yang
tetap berlandaskan nash, namun relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan pendekatan ini,
tafsir fighi diposisikan tidak sekadar sebagai warisan intelektual klasik, melainkan sebagai
instrumen dinamis yang berperan aktif dalam pembaruan hukum Islam.

Perkembangan zaman yang pesat telah menghadirkan berbagai problematika baru
dalam kehidupan umat Islam, seperti transaksi digital, bioetika, dan isu-isu lingkungan.
Permasalahan ini seringkali tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik, sehingga
menuntut adanya fatwa yang tetap berpijak pada Al-Qur’an sekaligus mempertimbangkan
konteks kekinian. Dalam kerangka ini, tafsir fighi berperan penting sebagai dasar ijtihad
kontemporer untuk menghasilkan fatwa yang responsif dan solutif.

1. Kebutuhan akan Fatwa Berbasis Al-Qur’an: Urgensi Tafsir Fighi dalam Ijtihad
Kontemporer

Dalam dinamika kehidupan umat Islam Indonesia dewasa ini, respons terhadap
berbagai isu kontemporer dalam ranah hukum Islam semakin menunjukkan intensitas
yang signifikan. Hal ini tercermin dari maraknya kajian keagamaan yang melahirkan
fatwa dan pemikiran hukum Islam, baik yang bersifat personal (al-fard) maupun
kolektif (jama‘%). Fenomena ini menunjukkan adanya gairah intelektual yang
menjanjikan, karena menjadi bukti bahwa tidak terjadi kekosongan pemikiran hukum
dalam masyarakat Muslim. Di sisi lain, dinamika ini menegaskan bahwa pintu ijtthad
masih terbuka lebar dan tidak seorang pun berhak untuk menutupnya.®

2Muhammad Ibrahim Jannati, Belgjar Mudah Ulwm Al-Qu’an; Studi Khazanab Lmn Al-Qur'an, ed. by
Sukardi, I, (Jakarta: Lentera, 2002), 77-78; Husain dan Usman, “Manhaj Tafsir Berorientasi Figh..., 146.

03Fazlur Rahman, Isiamic Methodology in History, tetj. Ana Mahyuddin, Membuka Pintu Ijtibad, (Bandung:
Pustaka, 1983), 21-26; Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Y nrisprudence, tetj. Agus Garnadi, “Pintu
Ijtihad Sebelum Tertutup,” (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 103.
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Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya menghadirkan fatwa-fatwa yang berbasis
pada Al-Qur’an namun tetap relevan dengan tantangan kekinian. Dalam konteks
inilah, tafsir fighi memainkan peran strategis. Sebagai pendekatan penafsiran Al-
Qur’an yang menitikberatkan pada ayat-ayat hukum, tafsir fighi bertujuan menggali
ketentuan syariat yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat. Di tengah perubahan
sosial, kemajuan teknologi, serta transformasi budaya yang begitu cepat, tafsir fighi
dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap kontekstual dan mampu menjawab
permasalahan zaman.

Sebagaimana ditegaskan oleh Maimun, ijtthad kontemporer merupakan
kebutuhan mendesak dalam merespons isu-isu baru dalam pemikiran hukum Islam.
Hal ini dilakukan melalui proses revitalisasi, reaktualisasi, dan rekonstruksi terhadap
warisan ijtthad klasik. Dalam hal ini, tafsir fighi bukan hanya menjadi sarana untuk
memahami teks-teks suci, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam
merespons realitas sosial yang terus mengalami perubahan.

Pemikiran ini senada dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menekankan
urgensi ijtihad kontemporer sebagai basis pengembangan hukum Islam yang mampu
menghadirkan keputusan hukum yang berpihak pada kemaslahatan umat. Ia
menawarkan tiga bentuk utama ijtthad kontemporer yang menjadi pilar dalam
pembentukan hukum yang kontekstual dan berpihak pada kemaslahatan umat.
Pertama, ljtihad Perundang-Undangan. Ijtthad ini bertujuan merumuskan hukum
Islam dalam bentuk undang-undang yang diakui negara. Hal ini memerlukan
kolaborasi antara ulama dan pemerintah agar hukum yang dihasilkan bisa diterapkan
secara efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Contohnya di Indonesia
adalah UU Perkawinan yang terus diperbarui. Kedua, ljtihad Fatwa. Fatwa menjadi
bentuk respons cepat terhadap persoalan kontemporer umat. Lembaga-lembaga
seperti MUI, DSN-MUI, dan ormas Islam lainnya menjadi rujukan penting
masyarakat dalam mencari kepastian hukum atas berbagai isu baru, baik dalam bidang
ibadah, ekonomi, maupun sosial. Ke#iga, ljtthad Penelitian. Melalui riset ilmiah, baik
studi pustaka maupun lapangan, ijtthad ini mendorong pembaharuan hukum Islam
berdasarkan data, konteks, dan metodologi yang relevan. Hasilnya dapat dituangkan
dalam karya akademik seperti tesis atau disertasi yang memperkaya khazanah
keilmuan Islam.”

2. Integrasi Tafsir Fighi dan MagaSid al-Shari‘ah: Fondasi Relevansi Tafsir Hukum
di Era Kontemporer

Di tengah dinamika sosial dan kompleksitas hukum modern, integrasi antara
tafsir fighi dan maqasid al-shari‘ah menjadi pendekatan yang semakin urgen dalam
menjawab kebutuhan hukum umat Islam secara kontekstual. Tafsir fighi sebagai
bentuk penafsiran Al-Qur’an yang fokus pada aspek hukum-hukum syari, pada

dasarnya bersandar pada metode stinbat yang tekstual. Namun, keterbatasan

%Maimun, “Reorientasi Ijtthad Kontemporer: Analisis Hukum Islam,” Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X1, No.
2 (Juli, 2023), 155.
95]bid., 161-162.
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pendekatan literal semata sering kali menyulitkan dalam merespons problematika
hukum yang muncul akibat perubahan zaman. Oleh karena itu, integrasi waqasid al-
shari‘ah yakni prinsip-prinsip universal yang menjadi tujuan diturunkannya syariat
menjadi krusial untuk memastikan bahwa tafsir hukum tetap adaptif dan maslahat.
Untuk memperjelas posisi tafsir fighi dalam kerangka pengembangan hukum Islam
kontemporer, hubungan konseptual antara tafsir fighi, usi/ al-figh dan magqasid al-
shari‘ah dapat digambarkan dalam skema berikut.

Yurisprudensi

Tafsir Fighi
Menggali makna literal dan (USul al-quh)
kontekstual dari Al-Qur’an e Perangkat metodologis
dan Sunnah yang berkaitan yang mengatur tata cara

dengan hukum istinbat al-ahkam

enetapan hukum

® Pemahaman nass

e Menetapkan tujuan-tujuan
syati’ah

o Kemaslahatan

Magqasid
al-Shari‘ah

Diagram hubungan antara tafsir fighi, yurisprudensi Islam (usul al-figh), dan
maqasid al-shari‘ah memperlihatkan bahwa ketiganya tidak berdiri secara terpisah,
melainkan saling bertautan dalam proses pembentukan hukum Islam. Tafsir fighi
berperan sebagai pintu masuk epistemologis untuk memahami makna tekstual dan
kontekstual ayat-ayat hukum. Pemahaman ini kemudian dikelola dalam kerangka usz/
al-figh sebagai perangkat metodologis yang mengatur kaidah istinbat al-ahkam sehingga
menghasilkan rumusan hukum yang sistematis dan valid secara ilmiah. Pada saat yang
sama, maqasid al-shari'ah memberikan otientasi nilai berupa tujuan-tujuan syariat
seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia. Dalam kerangka
ini, konsep al-masiahah menjadi salah satu instrumen metodologis yang penting dalam
melakukan penyesuaian dan pembaruan hukum Islam. Melalui pendekatan masiahah,
para fugaha’ memperoleh landasan normatif untuk merespons persoalan hukum yang
terus berkembang, sementara teks-teks syariah pada hakikatnya memiliki keterbatasan
dalam memuat seluruh detail hukum bagi setiap situasi kehidupan. Dengan demikian,
maslahah memberikan legitimasi teoretis bagi lahirnya formulasi hukum baru yang
tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, selama tetap berada dalam koridor
maqasid al-shari‘ah. Kemaslahatan yang dimaksud bersifat dinamis dan fleksibel,
seiting dengan  perkembangan zaman dan perubahan realitas  sosial.”’

%Felicitas Opwis, “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory,” Jurnal Isiamic Law And Society,
Vol. 12, No. 2 (2005), 183.
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Konsekuensinya, sesuatu yang dinilai maslahat pada masa lalu belum tentu relevan
pada masa kini, sehingga diperlukan penilaian kontekstual yang terus-menerus.”’
Dengan demikian, titik temu ketiganya terletak pada proses ijtthad hukum yang
berbasis teks, diolah melalui metodologi fighi dan diarahkan oleh magasid. Model
integratif ini memastikan bahwa produk hukum Islam tidak hanya sah secara
metodologis, tetapi juga relevan pada kemaslahatan publik.

Kerangka integratif tersebut kemudian diperdalam dalam wacana magasid al-
shari‘ah modern. Tokoh penting dalam arus ini adalah Muhammad Tahir Ibn ‘Ashir,
yang menempatkan magasid sebagai fondasi utama pembaruan figh dan tafsir hukum.
Ibn ‘Ashir menekankan bahwa ijtihad tidak boleh terjebak dalam legalisme sempit
yang hanya berputar pada teks dengan mengabaikan aspek tujuan hukum.®
Melainkan, hal tersebut harus diarahkan pada realisasi tujuan-tujuan utama syariah
seperti petlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aq)),
keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) serta harus dipahami dalam konteks
luas yang melibatkan kepentingan kemanusiaan bukan hanya sekedar tujuan khusus.”
Dengan demikian, pendekatan magasidiy berkelindan erat dengan penerapan konsep
maslahah sebagai basis argumentasi hukum. Dalam konteks tafsir fighi, pendekatan
ini mengimplikasikan perlunya menafsirkan ayat-ayat hukum tidak hanya berdasarkan
zahir lafaznya, tetapi juga dengan memperhatikan konteks sosial dan waSlabat publik
sebagai esensi syariah.

Pendekatan maqasidiy dalam tafsir fighi tidak berarti menggugurkan nilai-nilai
klasik atau keluar dari disiplin tafsir hukum tradisional. Sebaliknya, ia menjadi upaya
untuk merevitalisasi peran tafsir fighi agar tetap menjadi sumber otoritatif dalam
memberi solusi terhadap persoalan kontemporer. Para ulama kontemporer
menegaskan bahwa upaya pembaruan figh perlu dilakukan dengan tetap menjaga
keutuhan syariat Islam serta tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur’an dan hadits.”
Muhammad Sa9d Ramadan al-Buti, meskipun mengapresiasi pendekatan (Ibn
‘Ashiir) ini, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara magdsid dan nass,
agar tidak terjadi penyimpangan dari otoritas teks-teks syari.”' Hal ini menunjukkan
bahwa integrasi tersebut harus dilakukan dalam bingkai metodologis yang terukur,
bukan liberalisasi tafsir.

Dalam praktiknya, ijtihad maqasidiy dalam tafsir fighi memberikan ruang luas
bagi penyesuaian hukum Islam dengan realitas kekinian tanpa harus menanggalkan
prinsip dasar syariah. Tafsir hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, melalui

¢’Muhammad Muhibbuddin, “Ijtihad Scientific dalam Hukum Islam (Refleksi Metodologis Penemuan

Hukum Islam),” Abkan: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1 (2015), 9.

%%Muhammad Thahir Ibn ‘Ashur, Magashid al-Syari‘ab al-Islamiyah, (Tunisia: al-Dar al-Tunisia li al-

Nashr, 1978), 75-80.

asser Auda, Magashid al-Shari‘abh as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, (London: The

International Institute Of Islamic Thought, 1429 H), 45-47.

0\Wahbah Al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatub, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), 23.
“"Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti, Dbawabit al-Maslabab fi al-Shariah al-Islamiyyah, (Dar al-Fikr,

1998), him. 102-106.
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lensa magasid, dapat menjawab isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, etika
ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak-hak sipil dengan landasan tekstual dan
substansial sekaligus. Gagasan Jasser Auda dalam hal ini memperluas cakupan
maqasid dengan memperkenalkan pendekatan sistemik dan berlapis yang mencakup
keadilan, kebebasan, dan keseimbangan sosial sebagai tujuan universal syariah.”

Dengan demikian, integrasi tafsir fighi dan wagasid al-shari‘ah merupakan bentuk
evolusi epistemologis dalam tafsir hukum Islam. Ia tidak hanya berkontribusi pada
relevansi hukum syari di era modern, tetapi juga menunjukkan bahwa tafsir fighi
dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara teks dan konteks, antara
otoritas dan kebutuhan umat. Dalam ruang inilah, tafsir fighi menemukan
aktualitasnya sebagai sarana ijtthad hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga
transformatif.

CONCLUSION
Penelitian ini menegaskan bahwa Zafsir fighi merupakan corak penafsiran Al-Qur’an

yang lahir dari kebutuhan untuk memahami ayat-ayat hukum melalui pendekatan normatif-
yuridis. Secara historis, corak ini berkembang seiring terbentuknya madzhab-madzhab figh,
sehingga tafsir fighi tidak pernah berdiri dalam ruang yang netral, melainkan selalu
dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, epistemologis, dan kecenderungan pemikiran yang
melingkupinya. Dengan demikian, tafsir fighi tidak hanya merefleksikan teks, tetapi juga
menjadi arena dialektika antara otoritas nash dan dinamika realitas. Kajian ini menunjukkan
bahwa dalam kerangka madzhahib al-tafsir, tafsir fighi memiliki posisi penting sebagai
jembatan antara disiplin tafsir dan figh. Namun, agar tidak terjebak pada pendekatan
tekstual-legalistik yang kaku, tafsir fighi perlu ditempatkan dalam relasi yang integratif
dengan wmaqaSid al-shari‘ah. Integrasi ini menawarkan penguatan dimensi etis-teleologis
dalam proses zstinbat al-abkam, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah
secara metodologis, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan
martabat manusia. Secara teoretik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi
tafsir dengan mengajukan kerangka hubungan yang lebih sistematis antara tafsir fighi, xS/
alfigh, dan magasid al-shari‘ah. Kerangka ini menempatkan tafsir fighi sebagai tahap
epistemologis awal dalam memahami nash, #Si/ al-figh sebagai perangkat metodologis
pengolahan hukum, dan magasid sebagai orientasi nilai yang mengarahkan seluruh proses
penetapan hukum. Dengan model ini, tafsir fighi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai
warisan tradisi klasik, tetapi sebagai instrumen epistemologis yang relevan bagi praksis
ijtthad kontemporer. Pada akhirnya, relevansi tafsir fighi di era modern justru terletak pada
kemampuannya untuk dibaca ulang melalui perspektif magasid al-shari‘ah. Pembacaan ini
memungkinkan lahirnya praktik ijtihad yang lebih responsif terhadap isu-isu baru seperti
teknologi digital, bioetika, dan problem kemanusiaan global, tanpa melepaskan komitmen
terhadap otoritas nash. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa masa depan

72Auda, Magashid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law..., 127-131.
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hukum Islam yang adil dan maslahat bergantung pada integrasi kreatif antara tafsir fighi,

metodologi figh, dan paradigma wagasid.
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